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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan  hukum terhadap tindak pidana permufakatan jahat terhadap keamanan negara diatur dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tertentu (seperti makar) dipidana sama dengan perbuatan yang dilakukan.   Pasal 104, 106, 107, dan 108 KUHP yang menjelaskan berbagai bentuk kejahatan terhadap keamanan negara, seperti makar dengan maksud membahayakan Presiden atau Wakil Presiden, makar untuk menggulingkan pemerintahan, dan pemberontakan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat, percobaan dan penyelesaian tindak pidana makar adalah Terdakwa Josephien Tanasale Alias Nona dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan untuk kejahatan makar.

Pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana permufakatan jahat terhadap keamanan negara berdasarkan putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Amb adalah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 110 ayat (2) ke-3 KUHP dan Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti dan bersalah tersebut.
Saran

Dalam pengaturan tindak pidana permufakatan jahat untuk makar di Indonesia yang tertuang dalam KUHP sebaiknya diperjelas dan lebih dipertegas untuk definisi dari makar itu sendiri sehingga dalam penentuan tindakannya tidak multitafsir.

Pembinaan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam berma syarakat, serta menumbuhkan rasa taat pada hukum serta penegakan hukum yang objektif, khususnya dalam menjatuhkan pidana, harus mempertimbangkan sanksi yang sesuai dengan pelaku, serta tujuan pemidanaan sebagai pendidikan. 

Diharapkan kedepannya hakim dalam memutus pelaku tindak pidana permufakatan jahat untuk makar dapat melihat sejauh mana peranan masing-masing pelaku dalam permulaan pelaksanaannya dan niat serta bagaimana peran dalam perbuatan tersebut agar dalam memutus perkara dapat lebih objektif.
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